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A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, pukul 12.09 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU 

42/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 2/PUU-

XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021, 

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekertariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 42/1999 dalam perkara Nomor 2/PUU-

XIX/2021 diajukan oleh Joshua Michael Djami, dalam hal ini memberikan kuasa 

kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., dan Dora Nina Lumban Gaol, 

S.H., baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama 

pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  

 
C. PASAL/AYAT UU 42/1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) 

dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah diubah 

pemaknaannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XIX/2019, 

yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: 
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Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

 

frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap” harus dimaknai ““terhadap jaminan fidusia 

yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur 

keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, 

maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi 

Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan 

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap”;  

” 

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah 

langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final 

serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.” 

 

frasa “kekuatan eksekutorial” harus dimaknai “terhadap jaminan fidusia 

yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan 

menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka 

segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi 

Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan 

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap”  
 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 

sebagaimana telah diubah pemaknaannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 18/PUU-XIX/2019 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan 

konstitusional Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 

42/1999 sebagaimana telah diubah pemaknaannya melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dalam permohonan a quo, Mahkamah 

Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

Dalam Provisi  

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada 

pokoknya menyatakan permohonan dalam perkara a quo berdampak juga 
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terhadap berbagai pihak seperti perusahaan pembiayaan, aparat penegak 

hukum, sesama kolektor, konsumen maupun asosiasi kolektor karena berkaitan 

dengan tindakan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia sehingga 

perkara a quo perlu dilakukan hingga tahap pembuktian yang dapat memanggil 

pihak-pihak sebagai saksi maupun Pihak Terkait untuk didengar keterangannya. 

Terhadap alasan permohonan provisi Pemohon tersebut, menurut Mahkamah 

oleh karena terhadap pokok perkara a quo akan diputus tanpa dilanjutkan 

dengan sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan mendengar pihak-pihak 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, maka alasan 

permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan untuk 

dipertimbangkan. Sebab, alasan pemanggilan pihak-pihak dan sidang 

pembuktian lanjutan yang dikhawatirkan Pemohon akan berdampak pada 

lamanya perkara a quo akan diputus oleh Mahkamah tidak akan terjadi. Dengan 

demikian, alasan permohonan Provisi Pemohon harus dinyatakan tidak 

beralasan menurut hukum; 
 

Dalam Pokok Permohonan 

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan 

ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat 

diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok 

permohonan Pemohon lebih lanjut. 

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama 

permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.14.1] Bahwa berkaitan dengan substansi baik semangat maupun alasanalasan 

yang dijadikan dasar permohonan sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang 

termuat dalam Paragraf [3.8] tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan 

a quo memiliki relevansi dengan substansi baik semangat maupun alasan-alasan 

sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020. 

Namun sebelum sampai pada kesimpulan apakah ada persamaan substansi dari 

perkara yang dimohonkan Pemohon a quo dengan perkara-perkara sebelumnya, 

penting bagi Mahkamah mengutip pokok-pokok pertimbangan hukum Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, yaitu: 

 

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam 

menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan bentuk 

perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap 

pihakpihak yang terikat dalam perjanjian fidusia termasuk juga objek yang 

menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi dasar 

norma yang mengatur tentang sifat perjanjian Jaminan Fidusia terutama 

terhadap norma pasal yang dipersoalkan oleh para Pemohon yaitu Pasal 15 

ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Norma yang termuat dalam pasal a quo 

merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang 
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termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat 

dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang 

kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan 

konstitusionalitas norma maupun implementasi. 

Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat 

(2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat 

fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa 

sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya 

putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan 

dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya 

terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 

ayat (2) UU 42/1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami 

bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada 

penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung 

dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah 

dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam 

perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak 

penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil 

objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada 

siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan 

karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan 

tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek 

konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 

di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang 

seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga 

objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam 

bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar 

yang terdapat dalam pasal a quo, yaitu “titel eksekutorial” maupun 

“dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya 

eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa 

perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal 

tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang 

diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak 

debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, 

yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas 

adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan 

mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang 

wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya 

“cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur 
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(penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada deditur 

(pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri. 

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan perihal tidak 

adanya perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur 

dalam perjanjian fidusia sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan 

sebelumnya, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan hal tersebut dengan 

prinsip adanya penyerahan hak milik objek jaminan fidusia dari debitur 

selaku pemberi fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia. Prinsip 

penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut 

mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian 

secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara 

pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) 

karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang 

membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian 

demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung 

dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” 

khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan 

kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang 

fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 

KUHPerdata).  

Bahwa dengan mencermati beberapa permasalahan yang berkaitan 

dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang 

memberikan “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah ternyata 

dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh 

kreditur yaitu kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan 

fidusia dengan alasan telah berpindahnya hak kepemilikan objek fidusia 

tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan 

kepada pengadilan negeri. Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan secara 

sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia 

berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan 

sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, 

baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur 

(atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan 
mengabaikan hak-hak debitur. [vide hlm. 116-119]  

[3.17] Menimbang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan 

dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu 

kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), 

dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek 

jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan 

adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku 

sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, 
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dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang 

dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan 

martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan 

inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan 

ayat (3) UU 42/1999. Sebab, kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel 

eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana 

sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 

prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus 

mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan 

dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak 

boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan 

mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 

HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah: 

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi 

keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan 

permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, 

pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat 

menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang 

dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di 

dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan 

hari”. 

Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa 

bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara 

kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga 

pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi 

sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi 

kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi 

hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia 

(kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan 

dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan 

eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat 

melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu 

perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” 

(wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang 

menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan 

penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) 

mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk 

tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada 

penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh 

penerima fidusia (kreditur). 

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang 

pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” 

(wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek 

dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi 

penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri 
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(parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi 

hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) 

dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi 

objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak 

boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan 

permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan 

demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan 

penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang. 

[3.18] Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan 

norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan 

eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang 

dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan 

tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan 

menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka 

segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi 

Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan 

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap”. Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 

khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional 

sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara 

sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur 

dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah 

terjadinya cidera janji”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam 

amar putusan perkara a quo; 

Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana yang akan ditegaskan dalam 

amar putusan perkara a quo tidaklah serta-merta menghilangkan 

keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian 

fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah a 

quo. Dengan demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur 

sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun 

eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan 

bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi. Bantuan demikian sudah 

merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi 

dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap dalam perkara perdata pada umumnya. 

[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya inkonstitusional 

terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) 

dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, 
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meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat 

(2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak 

terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa 

“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) 

dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi 

pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) 

UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada 

kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan 

secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala 

mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat 

Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan 

eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, 

sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a 

quo. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia 

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam UndangUndang a quo, 

disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo; [vide hlm. 120-123] 

 

[3.14.2] Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan putusan di atas, 

menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan 

menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan 

oleh Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. 

Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara tersebut telah pula dengan jelas 

dinyatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan 

dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih 

belum diakui oleh debitur adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur 

keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam 

perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan 

eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan 

pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan hal ini telah ternyata tidak 

terbukti menjadikan tidak memberikan perlidungan hukum sebagaimana yang 

didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Sebaliknya, hal demikian justru 

memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam 

perjanjian fidusia. Sebab, pada sebuah perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya 

adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak 

tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian 

dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk 

kepastian hukum dan keadilan harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu 

kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. 

 

[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, 

Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat 

jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi 
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dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan 

eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan 

keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari 

timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun 

pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri 

sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam 

hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan 

wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur 

kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya 

wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka 

eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu 

sendiri; 

Bahwa selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon, yaitu petitum 

angka 2 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 

15 ayat (2) UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai 

kembali ke Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebelum diputus dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menurut Pemohon justru 

dengan adanya Putusan Mahkamah, eksekusi melalui pengadilan telah 

menyulitkan Pemohon selaku kolektor atau perusahaan pembiayaan, aparat 

penegak hukum, dan konsumen terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang 

jaminan fidusia. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi 

Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya karena penafsiran norma dalam frasa 

“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 

15 ayat (2) UU 42/1999 dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada 

kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara 

sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan 

prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus 

dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap” sudah tepat dan memberikan sebuah 

bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap 

pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia; 

Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, 

penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar 

untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo antara lain proses eksekusi 

lama, biaya eksekusi lebih besar dibanding pendapatan barang fidusia, dan 

berpotensi hilangnya objek jaminan di tangan debitur, sesungguhnya lebih 

kepada persoalanpersoalan konkret. Hal tersebut dapat saja terjadi dalam 

hubungan hukum antarprivat yang sifatnya sangat spesifik dan kompleks. Dalam 

batas penalaran yang wajar, hal-hal tersebut tidak dapat diakomodir dengan 

selalu menyelaraskan norma dari undang-undang yang bersangkutan. Terlebih 

lagi, terhadap norma yang memang tidak terdapat persoalan 

konstitusionalitasnya. Apalagi norma yang dimohonkan Pemohon telah 

dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi 
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yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya 

terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertifikat jaminan 
fidusia. 

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari dalil Pemohon tidak 

dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya, dan sesungguhnya dalil-dalil 

yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah persoalan implementasi norma yang 

tidak ada keterkaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma. Oleh 

karenanya, apabila dalil-dalil dimaksud benar adanya maka upaya-upaya hukum 

dapat ditempuh oleh Pemohon sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 
F. AMAR PUTUSAN  

Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi Pemohon. 

 

Dalam Pokok Perkara: 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  

 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 

mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 

wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 

penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang 

menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap 

pengujian pada Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 

beserta penafsirannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-

XIX/2019 mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 
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